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ABSTRAK

Dalam menghadapi penyakit menular dan pandemi seperti Covid-19, WHO
dan Negara Anggota, termasuk Indonesia telah membentuk peraturan yang
disebut International Health Regulation (IHR) 2005. IHR pada dasarnya
mengatur tindakan yang harus dilakukan negara sehingga penyebaran suatu
penyakit dapat dikontrol dengan tidak mengganggu laju dan perdagangan
internasional. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait
keberlakuan hukum IHR (2005) terhadap Indonesia dan kesesuaian penerapan
IHR (2005) dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia.
Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui keberlakuan hukum IHR (2005)
terhadap Indonesia dan kesesuaian penerapan IHR (2005) dalam implementasi
kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini adalah
metode normatif. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh
melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan yang
diperoleh adalah bahwa IHR (2005) berlaku mengikat untuk Indonesia dan
penerapan kebijakan penanganan Covid-19 sudah sesuai dengan IHR (2005).
Namun diperlukan bentuk pengesahan yang konkret terhadap IHR (2005) dalam
hukum nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam
bentuk undang-undang atau produk hukum lainnya, mengingat IHR (2005) telah
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan negara.

Kata kunci: Covid-19, Indonesia, International Health Regulation

Indralaya, 2020
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NIP. 195707291983121001 S.H., M.H., LL.M., M.H.I.

NIP. 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional

Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) adalah organisasi internasional

yang dibentuk pada 7 April 1948. WHO terdiri atas World Health Assembly

dan Executive Board. WHO bergerak dibawah United Nation (Perserikatan

Bangsa-Bangsa) yang bertanggung jawab mengarahkan dan memberikan ke

bijakan terkait penanganan kesehatan masyarakat dunia,1 termasuk pandemi

yang sampai saat ini masih melanda dunia, yakni Corona Virus Disease 2019

(selanjutnya disingkat Covid-19).

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization mendeklarasikan

Covid-19 sebagai pandemi global.2 Hal ini berdampak pada tingkat

penanganan Covid-19 yang semakin intens dan ketat. Salah satu bentuk

pengaturan penentuan kebijakan yang digunakan oleh WHO dan negara

anggota dalam menghadapi pandemi seperti ini adalah dengan Peraturan

Kesehatan Internasional atau International Health Regulation (IHR).

1 Yosi Ermalena, “Anjuran Who Mengenai Penggunaan Masker Bagi Masyarakat Yang
Akan Keluar Rumah Di Tengah Pandemik Virus Corona (Covid-19),” Pusat Penyuluhan Sosial
Kemensos, 2020,
http://puspensos.kemsos.go.id/anjuran-who-mengenai-penggunaan-masker-bagi-masyarakat-yang
-akan-keluar-rumah-di-tengah-pandemik-virus-corona-covid-19.

2 WHO Director-General, 2020. “WHO Director-General’s opening remarks at the
Media Briefing on Covid-19 - 11 March 2020”
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at
-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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International Health Regulation adalah instrumen internasional yang

mewajibkan Negara Anggota untuk mencegah, melindungi, dan

mengendalikan penyebaran wabah secara internasional sesuai dengan dan

terbatas pada faktor risiko yang dapat mengganggu kesehatan, dengan

sesedikit mungkin menimbulkan hambatan pada lalu lintas dan perdagangan

internasional. Indonesia menjadi Negara Anggota (State Party) IHR (2005)

semenjak tahun 2007.

IHR dibentuk dengan mempertimbangkan pertumbuhan dalam

lalu-lintas, perdagangan internasional, dan kemunculan kembali ancaman

penyakit internasional dan risiko kesehatan masyarakat lainnya pada waktu

itu. Diawali dengan penyeruan revisi susbtantif IHR yang diadopsi pada

tahun 1969 oleh World Health Assembly ke-48, kemudian dari pertemuan ini

didapatkan resolusi WHA48.7 yang pada dasarnya World Health Assembly

meminta Direktur Jenderal untuk mengambil langkah-langkah untuk

mempersiapkan revisi, mendesak partisipasi yang lebih luas dan kerja sama

dalam prosesnya.

Selanjutnya, setelah draft revisi oleh Sekretariat WHO dibentuk,

setelah itu dilakukan konsultasi dengan Negara Anggota WHO, organisasi

internasional dan mitra terkait lainnya, serta dengan adanya momentum

munculnya sindrom pernafasan akut yang parah (darurat kesehatan publik

global pertama abad ke-21), World Health Assembly membentuk Grup Kerja

Antarpemerintah (Intergovernmental Working Group) pada tahun 2003
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terbuka untuk semua Negara Anggota, termasuk Indonesia, untuk meninjau

dan merekomendasikan rancangan revisi IHR ke World Health Assembly.

Hasilnya, terbentuklah IHR (2005) oleh World Health Assembly ke-58 pada

tanggal 23 Mei 2005. Peraturan ini akhirnya berlaku (entry into force) pada

15 Juni 2007.3

IHR (2005) mengatur bagaimana 196 negara, termasuk Indonesia, dan

WHO secara kolektif menangani penyebaran penyakit global dan

menghindari gangguan yang tidak perlu dalam lalu lintas dan perdagangan

internasional. Pasal 43 dari instrumen ini membatasi tindakan yang dapat

diterapkan oleh negara ketika menangani risiko kesehatan masyarakat

terbatas pada tindakan yang didukung oleh ilmu pengetahuan, sepadan

dengan risiko yang terlibat, dan memerhatikan hak asasi manusia.4 Tujuan

IHR adalah bahwa negara tidak boleh mengambil tindakan yang tidak perlu

yang membahayakan orang atau yang melemahkan negara dari melaporkan

risiko baru kepada otoritas kesehatan publik internasional.5

International Health Regulation pada dasarnya merupakan sebuah

perjanjian internasional karena dalam pembentukannya telah melalui 3

tahapan yakni perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Sebagaimana

3 WHO -International Regulation(2005), “International Health Regulations ( 2005 )
Areas of Work for Implementation,” World Health Organization, 2007.

4 Pasal 43 “International Health Regulation” (2005).

5 Pasal 2 WHO.
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termaktub pada Pasal 26 Konvensi Wina6 tentang Hukum Perjanjian yang

berbunyi: “Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak

dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Selain itu, dalam pasal 19

Konstitusi WHO berbunyi: 7

“The Health Assembly shall have authority to adopt conventions or
agreements with respect to any matter within the competence of the
Organization. A two-thirds vote of the Health Assembly shall be
required for the adoption of such conventions or agreements,
which shall come into force for each Member when accepted by it
in accordance with its constitutional processes.”

Maka dari itu, Indonesia sebagai salah satu anggota WHO yang

bergabung secara resmi pada tanggal 23 Mei 19508, mempunyai kewajiban

untuk mematuhi IHR, sebagai sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh WHO,

karena adanya kekuatan mengikat peraturan tersebut terhadap Indonesia.

Namun dalam realitanya, sampai saat ini belum ada undang-undang maupun

keputusan presiden yang meratifikasi International Health Regulation ini. Di

sisi lain, telah ada bentuk pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan

oleh Indonesia dalam kaitan dengan penerapan IHR yakni dengan

mengimplementasikan International Health Regulation secara menyeluruh

6 Pasal 26 “Vienna Convention on the Law of Treaties,” American Journal of
International Law, 1969, https://doi.org/10.2307/2199522.

7 Pasal 19 WHO, “Constitution of WHO,” Official Records of WHO, 1948.

8 Kementerian Kesehatan RI Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,
“Implementasi IHR Di Indonesia Dievaluasi JEE,” 2017,
https://www.kemkes.go.id/article/view/17112300002/jee-reviews-ihr-2005-implementation-in-ind
onesia.html.
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pada tahun 2014.9 Implementasi IHR dalam hukum nasional di Indonesia

juga dapat dilihat dalam beberapa Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,

Ikan, dan Tumbuhan.

Tidak adanya bentuk ratifikasi terhadap IHR ini kemudian akan

membuat negara menjadi tidak mematuhi amanat dari Undang-Undang

Dasar 1945 khususnya pasal 11 ayat (2) yang berbunyi : “Presiden dalam

membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang

luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban

keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan

undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal

ini dikarenakan sebagai bentuk pematuhan terhadap IHR, khususnya terkait

penanganan Covid-19 yang telah berdampak secara luas di Indonesia,

pemerintah harus menggelontorkan triliunan rupiah. Dilansir dari situs

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat mengalokasi

total dana sebesar Rp. 695,2 Triliun dan sebesar Rp. 23,7 Triliun khusus

untuk Pemerintah Daerah.10 Pemerintah bahkan harus merubah dan

9 “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000” (n.d.).

10 10 Kementerian Keuangan. 2020. Kemenkeu Tanggap Covid-19.
https://www.kemenkeu.go.id/covid19 diakses pada 13 November 2020

https://www.kemenkeu.go.id/covid19
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menyesuaikan APBN dengan mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020

tentnag Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 untuk

menghadapi pandemi ini. Artinya, Indonesia perlu untuk melakukan

ratifikasi IHR ini sebagai pemenuhan amanat UUD 1945.

Dalam penanganan outbreak dari Covid-19 sendiri, Pemerintah

Indonesia telah membentuk dan melaksanakan sejumlah kebijakan di

berbagai bidang guna memasifkan efektivitas pengendalian wabah Covid-19

ini. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk

focal point di level nasional yakni dengan membentuk Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 dan menunjuk Kepala BNPB sebagai

Ketua-nya, didasari dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.

Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat dalam Pasal 1 IHR yang

berbunyi: “National IHR Focal Point means the national centre, designated

by each State Party, which shall be accessible at all times for

communications with WHO IHR Contact Points under these Regulations”.

Kebijakan tersebut selain di bidang kesehatan, juga dapat terlihat di

bidang hukum, sosial masyarakat maupun ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini

tentunya harus selaras dengan tujuan dari International Health Regulation

yang menjadi panduan dasar Indonesia dalam penanganan pandemi ini.

Sehingga perlu dilakukan analisis terkait kesesuaian antara peraturan di IHR

terkait penanganan wabah penyakit menular dengan kebijakan-kebijakan

yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Analisis ini perlu
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dilakukan sebagai media penilaian kepatuhan dan ketepatan pembentukan

kebijakan penanganan Covid-19 Indonesia oleh Pemerintah Indonesia.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis

merasa perlu mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam penggarapan

skripsi berjudul “Keberlakuan Hukum International Health Regulation

dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Terkait uraian pada latar belakang diatas, timbul beberapa

permasalahan yang penulis akan bahas dalam karya ilmiah ini, antara lain:

1. Bagaimana keberlakuan hukum International Health Regulation terhadap

hukum nasional Indonesia?

2. Bagaimana bentuk penerapan International Health Regulation dalam

kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis terkait keberlakuan hukum International

Health Regulation terhadap hukum nasional Indonesia.

2. Mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk penerapan International

Health Regulation dalam kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia.
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D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah untuk memperkaya literatur

kepustakaan di bidang hukum internasional serta untuk memperluas

wawasan dan referensi berhubungan dengan materi Hukum Perjanjian

Internasional dan implementasinya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar bisa menyediakan

informasi dan referensi yang relevan dan bermanfaat untuk mahasiswa,

civitas akademika, pemerintah serta para stakeholder dan pihak lain yang

terkait mengenai keberlakuan hukum suatu perjanjian internasional

dalam hukum nasional Indonesia serta bagaimana bentuk penerapannya

di Indonesia.
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E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori berguna untuk menganalisis suatu masalah serta

memberikan penjelasan yang utuh terkait permasalahan tersebut. Adapun

beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Hukum internasional berpengaruh terhadap pembentukan hukum

nasional, dan begitu pula sebaliknya.11 Saat ini Indonesia masih belum

secara tegas menyatakan sikapnya terhadap hukum Internasional.

Namun secara teoritis, terdapat beberapa doktrin yang menerangkan

tentang hubungan hukum nasional dan hukum internasional tersebut.

Adapun hubungan antara HI dan HN dijelaskan dalam teori

sebagai berikut :

a. Teori Dualisme

Teori dualisme dipelopori oleh Anzilotti. Ia adalah salah satu ilmuwan

yang mendasarkan pemahamannya terhadap hukum internasional

pada teori kehendak (consensual theory). Teori ini secara ringkas

mendeskripsikan sistem HI dan HN adalah berbeda. Perbedaan ini

terletak pada karakter intrinsik pada masing-masing sistem hukum

11 Abdul Muthalib Tahar, “Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan
Hukum Nasional,” Jurnal Selat 2, no. 2 SE-Articles (April 7, 2017),
https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/87. hlm. 235
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tersebut.12 Anzilotti memahami bahwa sistem hukum nasional berdasar

pada prinsip atau fundamental norm bahwa hukum positif negara (state

legislation) harus dipatuhi, sedangkan dalam sistem HI berdasar pada

asas pacta sunt servanda13, artinya sebuah perjanjian mengikat bagi

para pihak/negara yang membuatnya dan haruslah dijunjung tinggi

oleh pihak/negara tersebut. Prinsip ini telah diakui dan mendapatkan

kepastian dalam hubungan antar negara yang tertuang dalam perjanjian

internasional, serta merupakan bagian dari hukum internasional.14

Menurut Anzilotti, kedua sistem ini adalah sistem yang terpisah

sehingga kemudian tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya.

Hal yang mungkin dapat muncul hanyalah revonis dari satu sistem ke

sistem yang lainnya.

b. Teori Monisme

Teori monisme memberikan pemahaman bahwa HI dan HN adalah dua

sistem hukum yang saat disatukan akan membentuk satu sistem hukum

yang lebih besar yakni hukum pada umumnya. Karena didasarkan

pemahaman bahwa kedua sistem hukum tersebut adalah sama, maka

negara dengan aliran monisme ini menempatkan hukum internasional

12 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, ed. Bambang I.D., X (Jakarta:
Grafika, Sinar, 2006). hal 96.

13 John O’Brien, International Law, I (London: Routledge-Cavendish, 2001),
https://doi.org/10.4324/9781843143055.hal 87

14 Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian
Internasional,”Mimbar Hukum, 2009, https://doi.org/10.22146/jmh.16252. Hlm. 165
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sama keberlakuannya dengan hukum nasional. Keberlakuan ini dengan

tetap mempertahankan sifat hukum internasional dan tanpa membuat

perubahan terhadap hukum internasional tersebut selama tidak

bertentangan dengan hukum nasional. Karena diletakkan dalam sistem

hukum yang sama, sering terjadi pertentangan antara HI dan HN. Dari

pertentangan tersebut muncul dua paham yaitu paham monisme primat

HI dan paham primat HN. Hal yang membedakan antara kedua

aliran/paham tersebut terletak pada asal dari kedua sistem hukum

tersebut. paham monisme primat HI memandang HI menjadi sumber

HN, oleh karena itu kedudukan HI adalah diatas HN. Sedangkan aliran

monisme primat HN memandang HN menjadi sumber dari HI,

sehingga kedudukan HN lebih tinggi daripada HI. Pada dasarnya

monisme lebih memandang semua hukum sebagai susunan hierarkis

dari norma hukum yang mengikat negara, individu atau entitas lain

yang bukan negara.15

c. Teori Transformasi dan Adopsi Khusus

Teori dualisme dan teori monisme mengalami perkembangan yang

cukup signifikan, sehingga melahirkan sebuah teori baru yakni teori

adopsi khusus dan teori transformasi. Secara singkat, teori ini

memandang bahwa kaidah dalam HI tidak bisa diberlakukan langsung

ke dalam hukum positif suatu negara. Sehingga, keberlakuan sistem HI

15 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).Op.
Cit. hlm.76
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harus melalui proses adopsi khusus (spesific adoption), dimana HI

diadopsi dalam HN.16

Adapun penganut aliran positivis memandang bahwa HI dan HN

merupakan dua sistem yang berbeda berdasarkan strukturnya. Sistem

HI tidak bisa diimplementasikan dalam hukum positif (sistem HN),

kecuali hukum positif mengatur sebuah prosedur konstitusional agar HI

dapat diimplementasikan.17 Contohnya pada saat pengimplementasian

traktat, terlebih dahulu harus dilakukan spesific adoption guna

mentransformasi HI ke HN. Hal ini disebabkan karena sifat yang

berbeda antara kedua hukum tersebut. HI yang bersifat consentual,

sedangkan HN yang bersifat non-consentual.18 Traktat berisi janji-janji

sedangkan undang-undang nasional berisikan perintah yang

membutuhkan transformasi secara formal dan substansial.19 Teori

transformasi ini pada dasarnya memahami negara sebagai pelaku

utama dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan di dunia

internasional, dalam artian demi mengatur, acknowledging,

menghargai, meningkatkan serta memberikan perlindungan terhadap

Hak Asasi Manusia dalam semua aspek. Adapun dua indikator utama

16 Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era
Dinamika Global (Bandung: Alumni, 2005).hlm 186.

17 N. Nurhidayatuloh, “DILEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETETANEGARAAN RI,” Jurnal
Konstitusi, 2012, https://doi.org/10.31078/jk. hlm. 107.

18 Ibid.

19 Ibid.
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efektifitas transformasi ini yaitu, penyusunan serta penegakan

peraturan perundang-undangan serta lembaga di bidang Hak Asasi

Manusia.20

2. Teori Perjanjian Internasional

Dalam perkembangan hubungan Internasional dewasa ini terdapat

ajaran (doktrin) tentang hubungan Hukum Internasional, yang dikenal

sebagai Doktrin Inkoporasi. Doktrin ini menganggap bahwa perjanjian

Internasional adalah bagian dari Hukum Nasional yang mengikat, dan

berlaku secara langsung setelah penandatanganan, kecuali perjanjian

Internasional yang memerlukan persetujuan lembaga legislatif, dan

baru dapat mengikat setelah diatur dalam peraturan perundang -

undangan nasional suatu negara. Doktrin ini dianut oleh Inggris dan

negara - negara Anglo Saxon lainnya. Sebagai perbandingan, di

Amerika doktrin ini diejawantahkan menjadi 2 jenis perjanjian

internasional yakni:21

A) Self Execuing Treaty (Perjanjian Internasional yang berlaku dengan

sendirinya);

B) Non Self Executing Treaty (Perjanjian Internasional yang tidak

berlaku dengan sendirinya)

20Heribertus Jaka Triyana, Pengantar Hukum Internasional (Yogyakarta: Bagian HI FH
UGM, 2016). Hlm 118-119

21 U. Yakin, “Teori Dasar Hukum Perjanjian Internasional Dan Teori Dasar Hukum
Perjanjian Nasional,” 2018, 32–57.
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Self Executing Treaty akan langsung berlaku sebagai hukum nasional

di Amerika apabila tidak bertentangan dengan konstitusi Amerika.

Sementara itu, Non Self-Executing Treaty hanya akan berlaku jika

telah ada peraturan perundang-undangan yang secara resmi

memberlakukannya dalam hukum nasional Amerika. Namun hal ini

tidak berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang tergolong sebagai

Executive Agreement yang akan dapat langsung berlaku tanpa

persetujuan Parlemen (Badan Legislatif).22

Di sisi lain, untuk negara yang menganut sistem hukum kontinental

seperti Indonesia, perjanjian internasional harus terlebih dahulu

dinyatakan sesuai dengan hukum nasional terkait pengesahan

perjanjian serta diumumkan secara resmi agar dapat berlaku dalam

hukum nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode dapat juga disebut sebagai prosedur dalam upaya untuk

bertindak menurut sistem aturan tertentu. Dalam hal ini, metode juga bisa

disebut sebagai media dalam mewujudkan kegiatan praktis agar dapat

menjadi rasional serta terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.23

Untuk skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum

22 Ibid.

23. Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Op. Cit. hlm 15
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normatif yang merupakan bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada

ciri ilmu hukum normatif.24 Metode penelitian ini juga dikenal sebagai

legal doctrine ataupun legal research.25 Dengan menggunakan metode

hukum normatif ini artinya penulis akan melakukan studi pustaka yang

berasal dari perpustakan Universitas Sriwijaya ataupun website terkait

yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Pendekatan penelitian

Terdapat pendekatan yang bervariasi dalam penelitian hukum. Dalam

penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan statuta (statute

approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan

kasus (case approach).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang

mengikat, antara lain:

i. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 & 1986

ii. Constitution Of The World Health Organization

24. Asri Wijayanti and Achmad Lilik Sofyan, Strategi Penulisan Hukum (Bandung:
Lubuk Agung, 2011). hlm 43.

25. E. Pattaro, “Chapter I Legal Doctrine and Legal Theory”, dikutip dalam Ahmad
Romsan, “The Right to a Good and Healthy Environment: Problems of Implementation in
Indonesia.,” in 5th Sriwijaya International Seminar on Energy and Environmental Science and
Technology (Sriwijaya University, 2014). hlm. 22-29.
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iii. International Health Regulation 2005

iv. Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakam bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan

primary law material (bahan hukum primer), yang didapatkan dari

dokumen resmi, sebagai pendukung penjabaran dari bahan hukum

primer seperti hasil-hasil penelitian tesis maupun disertasi

sarjana-sarjana, jurnal internasional, jurisprudensi, artikel-artikel

hukum, doktrin, buku maupun bahan-bahan lain yang relevan dengan

penelitian skripsi penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupkan pemberi informasi lanjutan dari bahan hukum primer

dan sekunder. Akses dari Bahan hukum primer ini seperti melalui

internet, jurnal, maupun referensi lain yang relevan26 untuk penelitian

skripsi penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi

kepustakaan (bibliography study). Penulis memperoleh beragam jenis data

penelitian berupa dokumen-dokumen seperti peraturan-peraturan

26. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm. 12
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internasional, perjanjian internasional, buku-buku maupun artikel yang

relevan untuk penulisan skripsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif.

Bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci,

dimana kemudian penulisannya akan dijabarkan dengan kalimat yang

dapat dipahami dengan baik untuk kemudian ditarik kesimpulan secara

umum serta didasarkan pada fakta-fakta yang ada terhadap pokok-pokok

bahasan yang diteliti.27

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknis Analisis dari bahan hukum yang akan penulis terapkan

adalah dengan metode deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan

berdasar pengertian umum yang telah diketahui kebenarannya dan

kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan yang lebih khusus.28

27 Sulistiyo Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006).hlm 87

28. Manasse Malo, Metode Penelitian Sosial (Penerbit Karunika, Jakarta, 1986). hlm.
11.
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